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Penanggulangan. Pencabutan.  

 
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 21 TAHUN 2013 
TENTANG 

PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya peningkatan kejadian HIV dan 
AIDS yang bervariasi mulai dari epidemi rendah, epidemi 
terkonsentrasi dan epidemi meluas, perlu dilakukan 
upaya penanggulangan HIV dan AIDS secara terpadu, 
menyeluruh dan berkualitas; 

b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
1285/Menkes/SK/X/2002 tentang Pedoman 
Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyakit Menular 
Seksual sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
dan kebutuhan pelayanan kesehatan, serta kebutuhan 
hukum; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Kesehatan tentang  Penanggulangan 
HIV dan AIDS; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4431); 
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2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5062); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063);  

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3637); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5197); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang 
Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5211); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang 
Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291); 

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/ 
SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem 
Surveilans Epidemiologi Kesehatan. 

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/ 
Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan 
Penyakit Tidak Menular Terpadu; 

13. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat 
Nomor 02/Per/Menko/Kesra/I/2007 tentang Kebijakan 
Nasional Penganggulangan HIV dan AIDS melalui 
Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika, 
Psikotropika dan Zat Adiktif; 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/ 
Per/III/2008 tentang Rekam Medis; 

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 350/Menkes/ 
SK/IV/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Pengampu 
dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadon serta 
Pedoman Program Terapi Rumatan Metadon; 

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 378/Menkes/ 
SK/IV/2008 tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi 
Medik di Rumah Sakit; 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/ 
Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 585); 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 
tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan 
Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 122); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG 
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan 
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promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan 
untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi 
penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke 
daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya. 

2. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah 
Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome 
(AIDS).  

3. Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat 
AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan 
pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam 
tubuh seseorang. 

4. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah 
orang yang telah terinfeksi virus HIV. 

5. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi 
yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat 
anus dan oral/dengan mulut. 

6. Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling 
yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV dan konseling yang 
dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan 
pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan. 

7. Konseling dan Tes HIV Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS 
adalah proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu 
yang bersangkutan.  

8. Konseling adalah komunikasi informasi untuk membantu 
klien/pasien agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk 
dirinya dan bertindak sesuai keputusan yang dipilihnya. 

9. Surveilans Epidemiologi adalah pemantauan dan analisa sistematis 
terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan 
dan kondisi yang mempengaruhinya untuk melakukan tindakan 
penanggulangan yang efektif dan efisien. 

10. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

11. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang kesehatan. 
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Pasal 2 
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi 
penanggulangan HIV dan AIDS secara komprehensif dan 
berkesinambungan yang terdiri atas promosi kesehatan, pencegahan, 
diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi terhadap individu, keluarga, dan 
masyarakat. 

Pasal 3 
Pengaturan Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk: 
a. menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru; 
b. menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh 

keadaan yang berkaitan dengan AIDS; 
c. meniadakan diskriminasi terhadap ODHA; 
d. meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan 
e. mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada 

individu, keluarga dan masyarakat. 
BAB II 

PRINSIP DAN STRATEGI 
Pasal 4 

Dalam Penanggulangan HIV dan AIDS harus menerapkan prinsip sebagai 
berikut: 
a. memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, dan norma 

kemasyarakatan; 
b. menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan 

keadilan dan kesetaraan gender;  
c. kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkokoh 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 
d. kegiatan terintegrasi dengan program pembangunan di tingkat 

nasional, provinsi dan kabupaten/kota; 
e. kegiatan dilakukan secara sistimatis dan terpadu, mulai dari 

peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan, 
perawatan dan dukungan bagi yang terinfeksi HIV (ODHA) serta 
orang-orang terdampak HIV dan AIDS;  

f. kegiatan dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah berdasarkan 
kemitraan; 

g. melibatkan peran aktif populasi kunci dan ODHA serta orang-orang 
yang terdampak HIV dan AIDS; dan 

h. memberikan dukungan kepada ODHA dan orang-orang yang 
terdampak HIV dan AIDS agar dapat mempertahankan kehidupan 
sosial ekonomi yang layak dan produktif. 
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